Menimbang :

Mengingat

Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah

1.

Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah, mengatur rincian tugas, fungsi dan
tata kerja dinas daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Bina
Marga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



Menetapkan

10.

11,

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintaham Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3
Seri D.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 4 Seri D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS BINA MARGA.
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BABi
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

ha

el

Daerah adaizh Kabupaten Cirebon.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembaniuan dengan prinsip otonomi seiuas—iuasr’iya dalam
sistem dan prin:ip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1845,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Derah Kabupaten Cirebon.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Derah Kabupaten Cirebon.

Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Kepaiz Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

2. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Bidang adaiah Bidang pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Binaz Marga Kabupaten
Cirebon.

. Subbagian adaiah Subbagian pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Bina Marga Kabupaien
Cirebon.

. Seksi adalah Seksi pada Dinas Bina Marga Kabupaien Cirebon.

. Kepaia Seksi adaiah Kepala Seksi pada Dinas Bina #arga Kabupaten Cirebon.

. Unit Peiaksana Teknis selanjuinya disebut UPT adaiah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

}. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Sina Marga Kabupaien Cirebon.

BAB I
DINAS

Pasal 2

3

Dinas dipimpin cleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalut Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemeriniahan
daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.

~

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanza dimaksud pada ayat {2}, Dinas
mempunyai fungst

a. perumusan kebijgkan teknis di bidang pekerjaan umum dalam lingkup
kebinamargaan,

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peiayanan umum di bidang
pe:-:er,'ﬂan. umum dalam lingkup kebinamargaan;
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pelaksanaan pelavanan ketatausahaan dinas;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan,
pemeliharaan, dan bina manfaat;

penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT, dan

peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
avat (2} dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian fugas:

4.

3

m

=

s g

membanty Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan,
oelaksanaan maupun pengawasan kegiatan di bidang kebinamargaan;

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh
kKegiatan dinas di bidang kebinamargaan;

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan;

memberi informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal
urusan kebinamargaan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;

menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan itugas kedinasan
sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

membag: tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan
tugas dan fungsinva;

memberi petunjuk kepada sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan penyusunan rencana dan program keria Dinas sebagai
pedoiman kerja sesuai kebijakan pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-
undangan daerah di bidang kebinamargaan;

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kebinamargaan;

menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanazan tugas bidang bina teknik,
peningkatan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan, serta
kelompok iabatan fungsional;

menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian peiaksanaan
tugas bidang kebinamargaan;

menyeienggarakan sosialisasi dan pelatihan teknis bidang kebinamargaan;
melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT,

menyeienggarakan penyusunan target pencapaian standar pelayanan
minimal bidang kebinamargaan;

menyelenggarakan penerapan budaya Kerja aparatur lingkup Dinas;

menyelenggarakan penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat ¢i bidang
kebinamargaan;

melaksanakan tindak ianjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas,

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan
Dinas, sesuai ketentuzan yang berlaku; dan

melaksanakan iugas [ain yang diberikan oleh Bupatli, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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BAB il
SEKRETARIAT
Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 3

{1} Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yvang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi
administrasi umum, keuangan, dan program Dinas.
(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2}, Sekretariat mempunyai

fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b. pengelolaan wurusan pemerintahan dan pelayanan umum  bidang

o o

kKetatausahaan;
pembinaan pelaksanaan tugas urusan umum, keuangan dan program Dinas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat {2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

4.

[}

£

membantuy  Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang
kesekretariatan;

mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas:

mengelola penyusunan rencana dan pregram keriz Sekreiariat, sebagai
pedoman peiaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinys;

membina dan memotivasi bawahan daiam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

memantau. mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan
koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;

mengelcia penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman
eiaksanaan tugas Dinas]

men gccrﬁma sikan dan mengendalikan pelaksanaan adminisiras: kearsipan,
askah dinas baik vang masuk maupun keluar;

meﬂgereksé surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;

mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan Dinas;

"J

. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretanatan

mengeicla pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi
kebutuhan Dinas;

mengeloia hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

mengeiola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
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melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna
anggaran, _pe;ahat pembuat komitmen, pejabat pen atauSahaan keuangan,
pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara:

meiaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada
Bendahara;

memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas
kepada Kepala Dinas:

mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaiz Dinas, vang
berkatan dengan kegiatan bidang Kkesekretariatan, dalam rangka
pengambiian keputusan/kebijakan;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, setiap selesai
melaksanakan tugas;’penigaean'

men e nggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiaian
kesekretariatan;

msiaksanakan evaluasi dan pelaporan peleksanaaan tugas/kegiatan dinas;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
tugas dan fungsinya.

[51]

esuai dengan

Bagian Kedua
Subbagian Umum

Pasal 4

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adaiah unsur stal yang
berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{2y Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan adminisirasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

{3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Subbagian
Umum mempunyal fungsi:

a.
b.

penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;

pelaksanzan koordinasi kegiatan administrast umum, Kkepegawaian,
hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(43 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

a.
b.

@

membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas urusan adminisirasi umum;
menyusun rencana dan program Kkerja Subbagian Umum, sebagai pedoman
pelaksanazan tugas:

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendaiikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas
bawahan,

mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas vyang akan
ditandatangani pimpinan;

menviapkan bahan penyusunan dan meneiaah perundang-undangan urusan
kesekretariatan,
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h. melaksanzkan dan mengadminsirasikan kegiatan hubungan masyarakat dan
keprotokolan dinas;
i. melaksanakan dan mengadministrasikan kegiatan kerumahtanggaan dan
perialanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlakuy;
j. mengatur administrasi dan pelaksanaan sural masuk dan surat keluar sesual
dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang beriaku;
k. mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang kepegawaian lingkup

{. mengumpulkan, mengoreksi, dan mengolah data kepegawaian;

m. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkaian kesejahteraan
pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup
Dinas;

n. melgksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan
unit kerja lain yang terkait;

0. mtﬂnnﬁardiragikan pelaksanaan tugas pengetikan. penggandaan, dan

e*rs;pan

o. melaksanakan pemeiiharaan bangunan, pekarangan, kebersthan, ketertiban,
-:iar. Keamanan kantor.

g. merencanakan, rnengusuikan, melaksanakan pengadaan dan

mendistribusikan barang dan perlengkapan dinas;

r. mengatur administrasi perjalanan dinas;

melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;

melakganakan pengamanan/penyimpanan perlengkapan dinas yang rusak;

...... berita acara barang rusak/hilang unituk keperiuan proses

af"m i“*rzw: tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

v. melaksanakan pengembangan budaya Kerja aparatur di lingkup Dinas;

w, mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan;

X. menyiapka “r: bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Subbagian Umum;

y. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum
dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran bersama-sama dengan
Kepala Subbagian Program;

z. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, rangka pengambiian
kKeputusanfkebiizkan

aa.meiaporkan peisksanaan tugas kepada Sekretaris;

bb.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan
Subbagian Umum; dan

¢cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Sekretaris, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

oW

o
3
)
i
o
=
il
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Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan

Pasal 5

R S S )

{1} Subbagian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf

(2)

-1 (g

yang beradz langsy g di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

ubbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
keuangan Dinas.




aBi=

(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Subbagia
Keuangan mempunyai fungsi:

a.

=3

d

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

4.

b.

Qoo

M

o

Taw

@

—

penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan;

pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan
pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
keuangan,

menyusun rencana dan program keria Subbagian Keuangan, sebagat
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peilsksanaan tugas,
peningkatan produkiivitas, dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawshan;

mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas vyang
ditandatangani pimpinan,

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-
undangan urusan keuangan,

menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara di lingkup Dinas;
membina dan mengawasi bendahara;

memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran
gaji;

mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,
pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

menelifi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU). Surat Perintah
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran
Langsung {SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
pengadaan barang dan jasa;

kan

ey

. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP} dan menyiapkan

Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ);

melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;

menyiapkan laporan keuangan Dinas;

memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran bejanja dinas,
mengoordinasikan dan mengadminisirasikan pelaksanaan penyelesaian
tuntutan perbendaharazan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

melaksanakan koordinasifkonsultasi masalah keuangan dengan unif kerja lain
yang terkait;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran lingkup dinas bersama
dengan seksi-seksi lain dan melaksanakan asistensi kepada satuan kerja
terikait /Tim Panitia Anggaran bersama sub bagian program;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;
menyusun rencana anggaran dan belanja Subbagian Keuangan;



w. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang

berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan
keputusan/kebijakan;

meilaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas/kegiatan
Subbagian Keuangan; dan

melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Subbagian Program

Pasal 6

(1} Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang berada iangsung di bawah dan berianggung jawab kepadz Sekretaris.

{2} Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Subbagian
Program mempunyai fungsi

a.
b.

penyusunan perencanaan program Subbagian Program dan Dinas;

peiaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemaniauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas;

nelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

ayat {Z) dan ayat {3}, Kepala Subbagian Program mempiunyat uraian fugas:

=

b.

fexw s

membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program;
menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program,
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yvang akan ditanda
tcsrgar:; pimpinan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-
undangan daerah di bidang kebinamargaan;

mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit
organisast di lingkup Dinas;

menyusun Konsep rencana strategis Dinas;

menyusun perencanaan tahunan dinas dan perencanaan iainnya;
menyiapkan penyusunan penerapan siandar pelayanan minimal  bidang
kebinamargaan,

m. menyajikan daiz pelaksanaan kegiatan Dinas;

menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
meiaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Program, sesuai ketentuan yang berlaku;
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menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;

menyusun konsep pembuatan profil kebinamargaan;

memberik_an saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangks
pengambilan keputusanskebijakan;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Program:

meiaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kspala
Seksi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
menghimpun dan menyusun rencana anggaran lingkup dinas bersama
dengan seksi-seksi lain dan melaksanakan asistensi kepada satuan kerja

terkait /Tim Panitia Anggaran bersama sub bagian keuangan;
mengelola hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan laporan dinas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
BAB IV
BIDANG BINA TEKNIK
Bagian Perfama
Bidang Bina Teknik

Pasal 7

(1) Bidang Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang adalah unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Dinas.
Bidang Bina Teknik mempunyai tugas mengelola urusan dibidang bina teknik
yang meliputi bidang anaiisa ialan dan jembatan, dan desain teknik jalan dan
iembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina
Teknik mempunyai fungsi:

{2)

(4}

a.
b.

c.

d.

e.

Perumusan kebijakan teknis bidang bina teknik;

Pengelolzan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina teknik;
pembinaan pelaksanaan tugas bidang analisa jalan dan jembatan, dan
desain teknik jalan dan iembatan;

pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Jalan dan Jembatan; dan
pelaksanaan tugas iain, yang diberikan oleh Kepaiz Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Teknik, mempunyai uraian tugas:

4.

b.

w

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang bina teknik;
mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Teknik,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawszhan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan di bidang Bina Teknik dan pedoman operasional penyelenggaraan
jalan kabupaten/desa;
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g. merumuskan Ke:uakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan
Kebijakan nasional di bidang jalan ;

h. mengatur jalan kabupaten/desa;

i. mengembangkan {eknologi terapan di bidang jalan untuk jalan
kKabupaten/desa;

j. menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan
kabupaten/desa.

K. menyusun  pengesmbangan dan pengelcizan manajemen  jalan
kabupaten/desa;

i. menyusun perencanaan teknis, pemograman dan penggangaran,
pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa;

m. '"szngnio;a pelaksanaan bimbingan dan pengendalian ieknik penyusunan
analisa jalan dan jembatan serta desain teknis jalan teknik jalan dan
!embata"

n. mengeiola pembinaan teknis terhadap operasional pelaksanaan kegiatzn
UPT Laboratornium jaian dan jembatan:

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaia Dinas,
yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Bina Teknik, dalam  rangka
pengambiian keputusan/kebijakan;

p. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang
Bina Teknik;

g. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Bina Teknik
dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama
dengan Sekretaris;

r. melaporkan kepada Kepaiz Dinas, seliap selesal melaksanakan
zugas!penugaean'

s. mengelcla evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang
Bina Teknik, gesuaa ketentuan yang beriaku; dan

t. meiak fakar tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Dinas, sesuai dengan
tugas :ian ungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Analisa Jalan dan Jembatan
Pasal 8

Seksi Anzlisa Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah

unsur pE' sana yang berads langsung di bawah da“t bertanggung jawab

kepada Kepaia Bidang Bina Teknik.

Seksi Analisa Jaian dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegatan

analisa jaian dan jembatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Seksi Analisa
Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a.

b.

5

d.

perumusan kebijakan teknis bidang analisa jalan dan jembatan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang analisa jalan
dan jembatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang analisa jalan dan jembatan; dan

pelaksanaan tugas iain, yang diberikan oleh Bidang Bina Teknik, sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat {Z) dan ayat (3), Kepala Seksi Analisa Jalan dan Jembatan mempunyai
uraian tugas:




« [

a. membantu Kepala Bidang Bina Teknik, dalam melaksanakan tugas bidang
analisa jalan dan jembatan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Analisa Jalan dan Jembatan.

sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk peiaksanaan tugas kepada

bawshan;

d. membina dan memolivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

e, memaniau, mengendalikan, mengevaiuasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

f.  merumuskan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan
kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar
daerah dan antar kawasan;

menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupatenidesa;

menetapkan status jalan kabupatem‘desa;

i  menyusun perencan umum dan pembiayaan jaringan jaian d

kabupzien/dess;

mengembangkan dan mengolah manajemen jalan kabupaien/desa

melaksanakan kegiatan survei kondisi jalan dan jembatan dan ;aiu lintas

harian rata-rata (LHR}),

menyusun dan mengolah data Kondisi jalan dan jembatan

menyusun dan membuat Daftar Skala Prioritas(DSP);

melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem jaringan jaian;

meiaksanakan pemantauan pertumbuhan jaringan jalan dan transportasi;

melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan analisa jalan dan jembaian;

g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina
ﬂi«:n ik, yang berkaitan dengan kegiatan pembinazan dan pengurusan Analisa
Jalan dan Jembatan Bidang Bina Teknik, dalam rangka pengambiian
thi}hLUSdHh bijakan;

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Analisa Jalan dan Jembatan;

s. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Seksi  Analisa

Jalan dan Jembatan dengan satuan kerja terkait/Tim Panitia Anggaran

ersama-sama dengan Kepala Subbagian Program;

melaporkan kepada Hepaila Bidang Bina Teknik, selig]

melaksanakan tugas/penugasan;

u. melaksanakan evaluasi dan pciaperan peiaksanaan tugasikegiatan Seksi
Analisa Jalan dan Jembatan, sesuai ketentuan yang berlaky; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Seksi Decain Teknik Jdalan dan Jlembatan

Pasal &

Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan d;pmwa n oleh seorang Kepala :: ksi
adalah unsur pﬂiak:ara yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan perencanaan desain teknik jalan dan jembatan.
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{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Desain

{4}

17

i

Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. perumusan feknis di bidang desain teknik jalan dan jembatan;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang desain

teknik jalan dan jembatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang desain teknik jalan dan jembatan;

dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Bina Teknik, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai
uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Bina Teknik, dalam melaksanakan tugas bidang

desain teknik jalan dan jembatan;

menyusun rencana dan program Kkerja Sesksi Desain

Jembatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanazan tugas kepada

bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

melaksanakan pengukuran teknis jalan dan jembatan;

-
b
i

elkcnik Jzlan dan

[y

3

g. menyusun dan mengoizh data pengukuran dan hasil penguijian tanah;
n. menyusun perencanaan konstruksi jalan/jembatan;
. menyusun rancangan/konsep desain teknis jalan dan jembatan;

j. menyiapkan gambar desain teknis berikut detailnya;

k. menyusun dan mengolah data hasil survei harga bahan dan upah;

menyusun dan membuat daftar harga bahan dan upah;
m.  menyusun dan membuat analisa harga satuan pekerjaan;
menyusun dan membuat volume pekerjaan jalanfiembatan;
o. menyusun dan membuat rencana anggaran biaya jalan dan jembatan:
p. meiaksanakan Kkoordinasi dengan unit keriza terkait daiam pelaksanaan
kegiatan desain teknik jalan dan jembatan;
g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepads Kepala Bidang Bina
Teknik, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan urusan
Desain Teknik Jalan dan Jembatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;
melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Teknik, sefiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;
s. memapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Deszin Teknik Jalan dan Jembatan;
t. melaksanakan asistensipembahasan rencana anggaran Seksi Desain
Teknik Jalan dan Jembatan dengan satuan keria terkait/Tim/Panitia
Anggaran bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program ;
perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan [ahan,
sertz pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa;

¥

o
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melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Desain Teknik Jalan dan Jembatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bidang Bina Teknik,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB Y
BIDANG PENINGKATAN
Bagian Pertama
Bidang Peningkatan

Pasal 10

{1) Bidang Peningkatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang adaiah unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{2) Bidang Peningkatan mempunyai tugas mengelolz urusan dibidang peningkatan
jalan dan jembatan yang meliputi peningkatan jaian wilayah kerja | dan wilayah
kerja Il

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {(2), Bidang
Peningkatan mempunvai fungsi:

a.
b.

d.

perumusan kebiiakan teknis di bidang peningkatan jalan dan jembatan;
pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peningkatan jalan dan jembatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peningkatan jalan dan jembatan;
dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepalz Dinas, sesual dengan
tugas dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2} dan ayat (3}, Kepala Bidang Peningkatan, mempunyai uraian tugas:

2.
b.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Peningkatan;
mengeliola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Peningkaian,
sebagal pedoman peiaksanaan tugas;
mendisitribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesual dengan bidang tugasnya;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:
menyizpkan bahan penyusunan dan menelaah perundang-undangan di
Bidang Peningkatan;
melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten/desa;
mengelola pelaksanaan bimbingan dan pengendsziian teknis pembangunan
dan peningkatan ialan dan jembatan;
melaksanakan Kkoordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
kelancaran tugas;
mengeiola pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis tugas
pembantuan untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan peningkatan jaian
dan iembatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebiiakan;
melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;
mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Bidang Peningkatan;
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(1)

(2)

(3)

(4)

n. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang
z—e*nngmtan dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran bersama-
ma dengan Sekretaris

0. ergngoia evaiuasi cian pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Bidang
Penmg <atan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sagian Kedua
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja |
Pasal 11

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dipimpin cleh seorang
epala Seksi adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan

bertanggung jawab kepadz Kepaia Bidang Peningkatan.

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah kerjia | mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Wilayah Kerja |

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Seksi

Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | mempunyai fungsi:

a. perumusan kebilakan teknis di bidang peningkatan jalan dan jembatan
witayah kerja |

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peningkatan jalan dan jembatan wilayah kerja |

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peningkatan jalan dan jembatan
wilayah kerja |; dan

d. pelaksanaan tugas Iain, yang diberikan cleh Bidang Peningkatan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimanz dimaksud pada aysi{1),

ayat {2) dan ayat (3}, Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah

Keria | mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepaia Bidang Peningkatan, dalam melaksanakan tugas urusan
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | di Bidang Peningkatan;

b. menyusun rencana dan program Kkerja Seksi Peningkatan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja |, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawsahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawszhan;

f. menyviapkan bahan penyusunan dan menelaah pﬂrundaﬂg-undangan urusan

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |[;

melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaliuasi pelaksanaan kegiatan;

h. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan
dan jembatan;

i. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana
di lapangan;

i. menghimpun data iaporan harian, mingguan, dan bulanan Kkegiatan
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

k. menyusun data administrasi serah terima hasil kegiatan;

o
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l.  melaksanakan tugas dan menyusun laporan hasil kegiatan tugas
‘—”derlhﬁ

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;

n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaia Bidang

Peningkatan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan,

pengurusan dan pengembangan peningkatan jalan dan jembatan, dalam

rangka pengambiian keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Peningkatan, sstiap selesai

melaksanakan tugas/penugasan;

p. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan peiaksanaan anggaran Seksi
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |

q. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Peningkatan
Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dengan satuan kera terka#/Tim
Anggaran/Panitia Anggaran bersama-samza dengan Kepala Sub Bagian

_Cl

Program;

r. melaksanakan pembangunan/peningkatan jaian kabupatenfdesa wilayah
kerja {;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Seksi
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |, sesuai ketentuan vang
be:ianu, dan

g

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan,
sesuzi dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja i

Pasal 12

Seksi Peningkatan Jaian dan Jembatan Wilayah Kerja |l dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi adalah unsur peiaksana yang berada langsung di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan.

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah kerja Il mempunyai iugas

meilaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Wilayah Kerja L.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Seksi

Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang peningkatan jalan dan jembatan

Wilayah Kerja ii;

pengeiolaan urusan pemerintahan dan peiayanan umum di bidang

peningkatan jalan dan jembatan Wilayah Kerja il;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peningkatan jalan dan jembatan

Wilayah Kerja il dan

d. peiaksanaan fugas lain, yang diberikan oleh Bidang Peningkatan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1),

ayat {2) dan ayat {3). Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah

Keria 1l mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Kepala Bidang Peningkatan, dalam melaksanakan fugas urusan
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja i di Bidang Peningkatan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Peningkatan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja i, sebagal pedoman peiaksanaan tugas;

=

[}
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¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan,
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanazan tugas;

e. memantau, mengendaiikan, mengevaluasi, dan menilai peiaksanaan tugas
bawsahan;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan meneiazh perundang-undangan urusan
Seksi Peningkatan Jzslan dan Jembatan Wilayah Keriz il

melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaian
dan jsmbatan;

melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana
di lapangan;

:run

j. menghimpun data laporan harian, mingguan., dan bulanan kegiatan

pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

k. menyusun data administrasi serah terima hasii kegiatan

. melaksanakan fugss dan menyusun Ilaporan hagéé kKegiatan tugas
pembantuan;

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanzan
kegiatan;

n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaia Bidang
Peningkatan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan,
pengurusan dan pengembangan peningkatan jaian dan jembatan, dalam
rangka pengambiian keputusan/kebijakan;

0. melaporkan kepada Kepala Bidang Peningkatan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

p. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja ii;

g. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Peningkatan
Jalan dan Jembatan Wilayah Kerjga il dengan satuan kerjz terkait/Tim
Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian

Program;

r. meizksanakan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten/desa wilayah
keriz II;

s. meisksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja 1I, sesua 5 ¢etentuan yang
beriaku; dan

t. melaksanak iain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan,

an tugas
sesuai deng gan tugas dan fungsinya.

SAB Vi

BIDANG PEMELIHARAAN
Bagian Pertama
Bidang Pemeliharaan

Pasal 13

Bidang Pemeiiharaan dipimpin oleh seorang Kepaia Bidang adalah unsur
pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas mengelolzs urusan dibidang
pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan
wilayah kerjz | dan wilayah kerja 1l

(3) Untuk meilaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {Z} Bidang

Pemeliharazn mempunyai fungsi:
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perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
pengeioizan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemeliharaan jalan dan jembatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan jaian dan
iembatan;

pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Jalan dan Jembatan;
pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Peralatan dan
Perbengkeian; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1),
ayat {2) dan ayat (3}, Kepala Bidang Pemeliharaan, mempunyai uraian tugas:

a.

b.

(o]

£

s &

membaniy Kepala 0Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang
Pemelitharaan;

mengeiola penyusunan rencana dan program keria Bidang Pemeliharaan,
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk peiaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

melaksanakan pemeliharaan jalan kabupaten/desa;

melaksanakan kebijakan di bidang pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beriakuy;

mengeiola pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pemeliharaan
jalan dan jembatan;

mengeiola pelaksanaan bimbingan teknis penanggulangan bencana alam
lingkup kebinamargaan;

mengelola pembinaan teknis terhadap operasional peiaksanaan kegiatan
UPT Jalan dan Jembatan serta UPT Peralatan dan Perbengkelan;
melaksanakan koordinasi dengan satuan Kerja terkait dalam rangka
kelancaran tugas:

mengeicia pelaksanaan bimbingan dan pengendalian ieknis fugas
pembantuan untuk pemelinaraan jalan dan jembatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaian dengan kesgialan pembinaan dan pengurusan pemeliharaan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

meizporkan kepada HKepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan:

mengoordinasikan penyusuhan rencana anggaran dan pelaksanzaan
anggaran Bidang Pemeltharaan;

bersama-sama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan
rencana anggaran Bidang Pemeliharaan dengan satuan kerja terkait/Tim/
Panitiz Anggaran;

melaksanakan evaluast dan pelaporan pelaksanaan iugasikegiatan Bidang
Pemeliharaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinva.
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Bagian Kedua
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja |
Pasai 14

(1) Seksi Pemeiiharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepaiz Bidang Pemeliharaan.

(2} Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayzh kerja |
{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2), Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bdiang pemeiiharaan jalan dan jembatan
Wilayah Keria I;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Kerja |;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
. Wilayah Kerja |, dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oieh Kepaia Bidang Pemeliharaan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
{4} Dalam melaksanzkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
ayat (2} dan ayat {3), Kepala Seksi Pemeliharaan Jaian dan Jembatan Wilayah

Keria |, mempunvai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Pemeliharaan, dalam melaksanakan tugas urusan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Keria | di Bidang Pemeliharaan;

b. menyusun rencanaz dan program Kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja |, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;,

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan; |
() f. mengoperasikan dan memelihara jalan kabupaten/desa wilayah kerja |:

g. meiaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan

pemelinaraan jalan dan jembatan dari UPT Jalan dan Jembatan;

h. mengumpulkan usulan data penanganan pemeliharaan peralatan dan

perbengkeian dari UPT Perailatan dan Perbengkeian;

i.  menyusun hasil pengelolaan data usulan dari UPT, sebagal masukan untuk
perencanaan penanganan lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan unit kKerja
terkait;
melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

k. melaksanakan pemantauan kegiatan dan menyusun laporan hasil
pemantauan:

. menyusun iaporan hasil monitoringf pengawasan,

m. meiaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para peigksana;

n. menghimpun data laporan harian, mingguan dan bulanan kegiatan

pemeliharaan jalan dan jembatan;

menyusun data administrasi serah terima hasil kegiatan;

p. menyusun data ruas jalan dan jembatan kritis;

E"i

bmid s

o

THROET TAEH - 2008



(i}

(2)

(3)

(4)

o -20 -

q. menyusun data dan fisik bangunan hasil kegiatan penanggulangan bencana
aiam lingkup bina marga;

r.  menyusun daia usulan-usulan penanganan jalan dan jembatan;

s. melaksanakan tugas dan menyusun laporan hasil kegiatan tugas

pembantuan;

meiaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka keiancaran

tugas;

u. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepalz Bidang
Pemeliharaan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar
teknis serta pemberian bimbingan teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
VWilayah Kerja |, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

v, meiaporkan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan, sstiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

r~r

w. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Keriz |;

x. melaksanzakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dengan Satuan Keria
terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Kepala
Subbagian Program ;

aa. meiaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |, sesuai ketentuan vang
berizku; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja li

Pasal 15

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerjz il dipimpin cleh seorang
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan
pertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | mempunyai fugas

melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Kerja Hi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Seksi

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja i mempunyai uraian tugas

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
Wilayah Kerja i

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemeiiharaan jaian dan jembatan Wilayah Kerja ii;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja li; dan

d. peiaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeiiharaan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat {2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja I, mempunyal rincian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Pemeliharaan, daiam melaksanakan iugas urusan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja il di Bidang Pemeliharaan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja I, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

TUPGEIT BIZRM - 2008
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. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan:
- membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

.rr—rnunt.gu mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan:

f. mengoperasikan dan memelihara jalan kabupaten/desa wilayah kerja

.

T s

2

. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan

pemeliharaan jalan dan jembatan dari UPT Jalan dan Jembatan:

mengumpulkan usulan data penanganan pemeliharaan perafatan dan
perbengkelan dari UPT Peraiatan dan Perbengkelan;

menyusun hasi pengelolaan data usulan dari UPT, sebagsi masukan untuk
perencanaan penanganan ebih lanjut dan dakeo.dmas:kari dengan unit kerja
terkait;

melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan pemantauan kegiatan dan menyusun laporan  hasil

pemantauan;

menyusun iaporan hasil monitoring/ pengawasan;

.melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana;

menghimpun daia laporan harian, mingguan dan bulanan kegiaian
pemetiharaan jaian dan jembatan;

. menyusun datza administrasi serah terima hasil kegiatan;

p. menyusun data ruas jalan dan jembatan kritis;

q. menyusun data dan fisik bangunan hasil kegiatan penanggulangan bencana

W,

ad.

alam lingkup bina marga;
menyusun data usuian-usulan penanganan jalan dan jembatan;

meiaksanakan tugas dan menyusun izporan hasil Kkegiatan tugas
pembantuan:

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
tugas;

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pemeiliharazn, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis
serta pemberian bimbingan teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja ll. dalam rangka pengambilan keputusanfkebijakan;

. melaporkan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan, seiiap selesai

melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja i,

! meta%&anakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |l dengan Satuan Kerja terkait/Tim
Anggaran,’Pam..a Anggaran bersama-sama dengan Kepala Subbagian
Program;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja i, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

.melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan

sesuai dengan tugss dan fungsinya,
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BAB Vii
BIDANG BiNA MANFAAT
Bagian Perfama
Bidang Bina Manfaat
Pasal 16
Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh seorang Kepaia Bidang adaiah unsur
pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaila Dinas.

Bidang Bina Manfaat mempunyal tugas mengelola urusan di bidang bina
manfaat yang melipuli pengawasan dan evaluasi, dan pemanfaatan jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Bidang Bina
Manfaat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina manfaat jalan;
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina
manfaat jalan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaiuasi, dan
pemanfaatan jalan; dan

_{'J

>N

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepzla Dinas, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Laiam me !aksanaif?n tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat {2} dan ayat (3}, Kepals Bidang Bina Manfaat, mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Bina
Manfaat:

b. mengeiola penyusunan rencana dan program keria Bidang Binza Manfaat,

sebagai peu_.n’an peiaksanaan tugas;

is sikan dan memberi petunjuk pelaksanaan itugas kepada para
Kepaia Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya:

©
3
m
a,

4. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
e. memantau. mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
;:%; vahan:

;2 r—:“zengeéeéa pengawasan dan evaluasi, dan pemanfaatan jalan;
g. melaksanakan pembinaan jaian kabupaten/desa;
h. melaksanakan pengawasan jaian kabupaten;

i. memberikan saran dan bahan periimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pengawasan dan evaluasi dan
pemanfaatan jalan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
meiaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai  melaksanakan
tugas/penugasan;

M

k. meiaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Dinas dengan
satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Sekretaris;

[.  melaksanakan evaluasi dan peiaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang
Bina Manfaat; dan

m. melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepaia Dinas, sesuai dengan
dgca.": dan L...gqmya
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Bagian Kedua
Seksi Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 17

b |
-

Seksi Pengawasan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adaiah

unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepada Kepala Bidang Bina Manfaat.

Seksi Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas meiaksanakan kegiatan
pengawasan dan evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanz dimaksud pada avat (2).Seksi
Pengawasan dan Evaiuasi mempunyai tugas:

a.

b.

d.

perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan evaluasi pekerjaan
{aian dan jembatan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengawasan dan evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan;

pembinaan dan peiaksanaan tugas di bidang koordinasi pengawasan dan
evaluasi pekeriaan jalan dan jembatian; dan

pelaksanaan tugas iain, yang diberikan oleh Kepaiz Bidang Binz Manfaat,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (Z) dan ayat (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi, mempunyai uraian

tugas:

a. membanty Kepala Bidang Bina Manfaat, dziam melaksanakan tugas di
bidang pengawsasan dan evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Evaluasi,
sebagsi pedoman pelaksanaan tugas;

¢. mendistribusikan dan memberi pelunjuk pelaksanaan {fugas kepada
bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam peiakszanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanzan tugas
bawahan;

f. memberi bimbingan penyuiluhan serla pendidikan dan pelatthan para
aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;

g. mengevaiuasi Kinerja penyelenggaraan jaian kabupaten/desa;

h. menyusun buku panduan pengawasan dan pengendalian;

i. menyusun materi pembinaan para pengawas lapangan/konsultan secara
berkaiz;

j. melaksanakan pembinaan kepada pengawas lapangan/konsulian secara
berkaia,

k. mengusulkan calon pengawas lapangan untuk kegiatan kebinamargaan;

i. meiaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan lapangan/konsuitan
supervisi pelaksanaan jalan dan jembatan;

m. melaksanakan keordinas: dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
fugas,

n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

e

T

peraturan daerah bidang kebinamargaan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan teknis kepadz Kepaiz Bidang
Bina Manfaal dalam rangka pengambilan keputusan di Bidang Bina Manfaat,
melaporkan kepadz Kepala Bidang Bina Manfaat, setiap selesal
melaksanakan tugas/penugasan;




(1)

(2}

{3)

r "

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran seksi
pengawasan dan svaluasi;

r. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pengawasan
dan Evaluasi dengan Satuan Kerja terkait/Tim Panitia Anggaran bersama-
sama Kepala Subbagian Program;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pengawasan dan Evaluasi; dan

i r‘eiaksa"aka"s tugas lain yang diberikan oleh Kepalz Bidang Bina Manfaat,
sesuzi dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemanfaatan Jalan
Pasal 18

Seksi Pemanfastan Jalan dipimpin oleh seorang Kepalz Seksi adziah unsur

pelaksana yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Bina Manfaat.

Seksi Pemanfaatan Jaizan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan

daya guna pemanfaatan jalan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Pemanfaatan Jalan mempunyai fungsi:

a. perumusan Kebijakan teknis di bidang pemanfaatan jalan;

b. pengeloiaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pemanfaatan jalan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemanfaaian jaian; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

ayat (2) dan ayat (3}, Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan, mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepaia Bidang Bina Manfaat, dalam melaksanakan tugas
pemanfaatan jalan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan Jalan, ssbaga:

nedoman paiaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanzan tugas kepada

bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan daiam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

o oo
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f. mengelola dan memberikan advis teknis izin, rekomendasi, dispensasi dan
periimbangan pemanfaaian ruang, manfaat jaizn, ruang milk jzlan, dan
ruang pengawasan jalan;

g. mengendalikan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jaian kabupaten /
desa;

h. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi dan prosedur
perizinan pemakaian kekayaan daerah;

i. merumuskan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;
i. meiaksanakan tagihan retribusi pemakaian jaian;
k. menyusun data administrasi hasil perizinan dan pemanfaatan jalan;
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melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
Kegiatan,

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina
Manfaat dalam rangka pengambilan keputusabn dan kebijakan pemanfaatan
jalan;

n. melaporkan kepads Kepala Bidang Bina Manfaat, setiap selesai
meizksanakan tugasipenugasan;

o. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemanfaatan jalan;

p. melaksanakan asisiensifpembahasan rencanz anggaran Seksi
Pemanfaatan Jalan dengan satuan keria terkait/Tim/ Panitia Anggaran
bersama-sama kepaia subbagian program .

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pemanfaatan Jalan; dan

r. meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB Vill
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 18
Halkhai yang menjadi tugas dan kewewsenangan Dinas merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan cleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi
serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

} Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara
g R grup ggung i

berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
iainnya.
Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

Kepaia Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
kepada Bupati melalui Sskretaris Daerah.

Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaianiya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 21

y Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.

Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala
Bidang, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.
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BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati usul Sekretaris Daerah
setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. '

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian
di lingkup Dinas.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 23

Rincian tugas Pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi DInas Bina Marga; dan

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural DInas Bina Marga.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember ;2008

Diundangkan di Sumber
pada tanggal ¢

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 54 SERI Ds 12



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 54 TAHUN 2008 SERI D.12

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2008
TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah, mengatur rincian tugas, fungsi dan
tata kerja dinas daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Bina
Marga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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1.

12.

13.

14.

13.

i

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintaham Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3
Seri D.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 4 Seri D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN

TATA KERJA DINAS BINA MARGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

2.

15.
16.

7.
18.
19.

20.

(1)

().

Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Derah Kabupaten Cirebon.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Derah Kabupaten Cirebon.
Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Bidang adalah Bidang pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga Kabupaten

Cirebon.
Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Bina Marga Kabupaten
Cirebon.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Bina Marga Kabupaten Cirebon.

BAB II

DINAS

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan
daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.
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(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas
mempunyai fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dalam lingkup
kebinamargaan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan;

pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;

pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan,
pemeliharaan, dan bina manfaat;

penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a.

© o 25 3

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan,
pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan di bidang kebinamargaan;

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh
kegiatan dinas di bidang kebinamargaan;

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan;

memberi informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal
urusan kebinamargaan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;

menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan
sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

memberi petunjuk kepada sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas sebagai
pedoman kerja sesuai kebijakan pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-
undangan daerah di bidang kebinamargaan;

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kebinamargaan;

menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik,
peningkatan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan, serta
kelompok jabatan fungsional,

menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
tugas bidang kebinamargaan;

. menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan teknis bidang kebinamargaan;

melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;

menyelenggarakan penyusunan target pencapaian standar pelayanan
minimal bidang kebinamargaan;

menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
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menyelenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang
kebinamargaan;

melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB IlI
SEKRETARIAT
Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi
administrasi umum, keuangan, dan program Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Sekretariat mempunyai
fungsi:

a.
b.

C.
d.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
ketatausahaan;

pembinaan pelaksanaan tugas urusan umum, keuangan dan program Dinas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang
kesekretariatan;

b. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan
koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas Dinas;

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;

mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;
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menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan Dinas;

. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;

mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi
kebutuhan Dinas;

mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;

melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna
anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan,
pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahars;

melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada
Bendahara;

memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas
kepada Kepala Dinas;

mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, setiap selesai
melaksanakan tugas/penigasan;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
kesekretariatan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaaan tugas/kegiatan dinas;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum

Pasal 4

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Umum mempunyai fungsi:

a.
b.

€
d.

penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;

pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

a.
b.

membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas urusan administrasi umum;
menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
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membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani pimpinan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah perundang-undangan urusan
kesekretariatan;

melaksanakan dan mengadminstrasikan kegiatan hubungan masyarakat dan
keprotokolan dinas;

melaksanakan dan mengadministrasikan kegiatan kerumahtanggaan dan
perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai
dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;

mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang kepegawaian lingkup
Dinas;

mengumpulkan, mengoreksi, dan mengolah data kepegawaian;

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup
Dinas;

melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan
unit kerja lain yang terkait;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan
kearsipan;

melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban,
dan keamanan kantor;

merencanakan, mengusulkan, melaksanakan pengadaan dan
mendistribusikan barang dan perlengkapan dinas;

mengatur administrasi perjalanan dinas;

melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
melaksanakan pengamanan/penyimpanan periengkapan dinas yang rusak;
membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses
administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Dinas;
mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan;,

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Subbagian Umum;

melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum
dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran bersama-sama dengan
Kepala Subbagian Program;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Subbagian Umum; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
keuangan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
keuangan;

b. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani pimpinan;

g. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-
undangan urusan keuangan;

h. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara di lingkup Dinas;

i. membina dan mengawasi bendahara;

j. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran
gajl;

k. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,
pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

I. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran
Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
pengadaan barang dan jasa;

m. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan
Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;

n. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ);

o. melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;
menyiapkan laporan keuangan Dinas;
q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;

©
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mengoordinasikan dan mengadministrasikan pelaksanaan penyelesaian
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan unit kerja lain
yang terkait;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran lingkup dinas bersama
dengan seksi-seksi lain dan melaksanakan asistensi kepada satuan kerja
terkait /Tim Panitia Anggaran bersama sub bagian program;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;
menyusun rencana anggaran dan belanja Subbagian Keuangan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Keuangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Program

Pasal 6

(1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Program mempunyai fungsi:

a.
b.

C.
d.

penyusunan perencanaan program Subbagian Program dan Dinas;
pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas;

pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Program mempunyai uraian tugas:

a.
b.

membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program;
menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas Dinas;

mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda
tangani pimpinan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-
undangan daerah di bidang kebinamargaan;
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I. mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

j.  menyusun konsep rencana strategis Dinas;

k. menyusun perencanaan tahunan dinas dan perencanaan lainnya;

|.  menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal bidang
kebinamargaan,;

m. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
n. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Program, sesuai ketentuan yang berlaku;

p. menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
g. menyusun konsep pembuatan profil kebinamargaan;

r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

t. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Program;

u. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala
Seksi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

v. menghimpun dan menyusun rencana anggaran lingkup dinas bersama
dengan seksi-seksi lain dan melaksanakan asistensi kepada satuan kerja
terkait /Tim Panitia Anggaran bersama sub bagian keuangan;

w. mengelola hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan laporan dinas; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG BINA TEKNIK

Bagian Pertama
Bidang Bina Teknik

Pasal 7

(1) Bidang Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang adalah unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Bina Teknik mempunyai tugas mengelola urusan dibidang bina teknik
yang meliputi bidang analisa jalan dan jembatan, dan desain teknik jalan dan
jembatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina
Teknik mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina teknik;
b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina teknik;

c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang analisa jalan dan jembatan, dan
desain teknik jalan dan jembatan;

d. pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Jalan dan Jembatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Teknik, mempunyai uraian tugas:
a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang bina teknik;
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mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Teknik,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan di bidang Bina Teknik dan pedoman operasional penyelenggaraan
jalan kabupaten/desa;

merumuskan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan
kebijakan nasional di bidang jalan ;

mengatur jalan kabupaten/desa;

mengembangkan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan
kabupaten/desa;

menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan
kabupaten/desa;

menyusun  pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan
kabupaten/desa;

menyusun perencanaan teknis, pemograman dan penggangaran,
pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa;

. mengelola pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknik penyusunan

analisa jalan dan jembatan serta desain teknis jalan teknik jalan dan
jembatan;

mengelola pembinaan teknis terhadap operasional pelaksanaan kegiatan
UPT Laboratorium jalan dan jembatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas,
yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Bina Teknik, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang
Bina Teknik;

melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Bina Teknik
dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama
dengan Sekretaris;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang
Bina Teknik, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Analisa Jalan dan Jembatan

Pasal 8

Seksi Analisa Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

Seksi Analisa Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
analisa jalan dan jembatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Analisa

Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
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C.

d.
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perumusan kebijakan teknis bidang analisa jalan dan jembatan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang analisa jalan
dan jembatan;

pembinaan pelaksanaan tugas bidang analisa jalan dan jembatan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Bina Teknik, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Analisa Jalan dan Jembatan mempunyai
uraian tugas:

a.

b.

T Q
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membantu Kepala Bidang Bina Teknik, dalam melaksanakan tugas bidang
analisa jalan dan jembatan;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Analisa Jalan dan Jembatan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

merumuskan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan
kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar
daerah dan antar kawasan;

menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;
menetapkan status jalan kabupaten/desa;

menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan jembatan
kabupaten/desa;

mengembangkan dan mengolah manajemen jalan kabupaten/desa;
melaksanakan kegiatan survei kondisi jalan dan jembatan dan lalu lintas
harian rata-rata (LHR);

menyusun dan mengolah data kondisi jalan dan jembatan;

menyusun dan membuat Daftar Skala Prioritas(DSP);

melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem jaringan jalan;
melaksanakan pemantauan pertumbuhan jaringan jalan dan transportasi;
melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan analisa jalan dan jembatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina
Teknik, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan Analisa
Jalan dan Jembatan Bidang Bina Teknik, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

menyiapkan  bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Analisa Jalan dan Jembatan;

melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Seksi Analisa
Jalan dan Jembatan dengan satuan kerja terkait/Tim Panitia Anggaran
bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program;

melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Teknik, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Analisa Jalan dan Jembatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan

Pasal 9

(1) Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

(2) Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan perencanaan desain teknik jalan dan jembatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Desain
Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a.
b.

C.
d.

perumusan teknis di bidang desain teknik jalan dan jembatan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang desain
teknik jalan dan jembatan;

pembinaan pelaksanaan tugas bidang desain teknik jalan dan jembatan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Bina Teknik, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Desain Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai
uraian tugas:

a.

b.
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membantu Kepala Bidang Bina Teknik, dalam melaksanakan tugas bidang
desain teknik jalan dan jembatan;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Desain Teknik Jalan dan
Jembatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan pengukuran teknis jalan dan jembatan;

menyusun dan mengolah data pengukuran dan hasil pengujian tanah;
menyusun perencanaan konstruksi jalan/jembatan;

menyusun rancangan/konsep desain teknis jalan dan jembatan;
menyiapkan gambar desain teknis berikut detailnya;

menyusun dan mengolah data hasil survei harga bahan dan upah,;
menyusun dan membuat daftar harga bahan dan upah;

menyusun dan membuat analisa harga satuan pekerjaan;

menyusun dan membuat volume pekerjaan jalan/jembatan;
menyusun dan membuat rencana anggaran biaya jalan dan jembatan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan desain teknik jalan dan jembatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina
Teknik, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan urusan
Desain Teknik Jalan dan Jembatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Teknik, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Desain Teknik Jalan dan Jembatan;
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melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Desain
Teknik Jalan dan Jembatan dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia
Anggaran bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program ;

perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan,
serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Desain Teknik Jalan dan Jembatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V
BIDANG PENINGKATAN
Bagian Pertama
Bidang Peningkatan

Pasal 10

(1) Bidang Peningkatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang adalah unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Peningkatan mempunyai tugas mengelola urusan dibidang peningkatan
jalan dan jembatan yang meliputi peningkatan jalan wilayah kerja | dan wilayah
kerja Il.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Peningkatan mempunyai fungsi:

a.
b.

C.
d.

perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan jalan dan jembatan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peningkatan jalan dan jembatan;

pembinaan pelaksanaan tugas bidang peningkatan jalan dan jembatan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peningkatan, mempunyai uraian tugas:

a.
b.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Peningkatan;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Peningkatan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya,

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah perundang-undangan di
Bidang Peningkatan;

melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten/desa;

mengelola pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pembangunan
dan peningkatan jalan dan jembatan;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
kelancaran tugas;

mengelola pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis tugas
pembantuan untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan peningkatan jalan
dan jembatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
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I. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

m. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Bidang Peningkatan;

n. melaksanakan  asistensi/pembahasan rencana anggaran  Bidang
Peningkatan dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran bersama-
sama dengan Sekretaris;

0. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang
Peningkatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja |

Pasal 11

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan.

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah kerja | mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Wilayah Kerja .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan jalan dan jembatan
wilayah kerja |,

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peningkatan jalan dan jembatan wilayah kerja |;

c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang peningkatan jalan dan jembatan
wilayah kerja |; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Peningkatan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja | mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Peningkatan, dalam melaksanakan tugas urusan
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | di Bidang Peningkatan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Peningkatan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja I, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah perundang-undangan urusan
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja I;

g. melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

h. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan
dan jembatan;
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(2)
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I. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana
di lapangan;

j.  menghimpun data laporan harian, mingguan, dan bulanan kegiatan
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

k. menyusun data administrasi serah terima hasil kegiatan;

I.  melaksanakan tugas dan menyusun laporan hasil kegiatan tugas
pembantuan;

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;

n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Peningkatan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan,
pengurusan dan pengembangan peningkatan jalan dan jembatan, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

o. melaporkan kepada Kepala Bidang Peningkatan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

p. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |;

g. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Peningkatan
Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dengan satuan kerja terkait/Tim
Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian
Program;

r. melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten/desa wilayah
kerja I;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja I, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja Il

Pasal 12

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan.

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah kerja || mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Wilayah Kerja Il.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja II mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang peningkatan jalan dan jembatan
Wilayah Kerja I,

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peningkatan jalan dan jembatan Wilayah Kerja I,

c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang peningkatan jalan dan jembatan
Wilayah Kerja Il; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Peningkatan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja Il mempunyai uraian tugas:

a.

b.

> @

membantu Kepala Bidang Peningkatan, dalam melaksanakan tugas urusan
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il di Bidang Peningkatan;
menyusun rencana dan program kerja Seksi Peningkatan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja |l, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah perundang-undangan urusan
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja l;

melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan
dan jembatan;

melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana
di lapangan,

menghimpun data laporan harian, mingguan, dan bulanan kegiatan
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

menyusun data administrasi serah terima hasil kegiatan;

melaksanakan tugas dan menyusun laporan hasil kegiatan tugas
pembantuan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Peningkatan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan,
pengurusan dan pengembangan peningkatan jalan dan jembatan, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Peningkatan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |l;

melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Peningkatan
Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja [I dengan satuan kerja terkait/Tim
Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian
Program;

melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten/desa wilayah
kerja Il;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB VI

BIDANG PEMELIHARAAN
Bagian Pertama
Bidang Pemeliharaan

Pasal 13

(1) Bidang Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang adalah unsur

2)

(3)

(4)

pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas mengelola urusan dibidang
pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan
wilayah kerja | dan wilayah kerja II.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Pemeliharaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Jalan dan Jembatan;

e. pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Peralatan dan
Perbengkelan; dan

f. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemeliharaan, mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang
Pemeliharaan;

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemeliharaan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. melaksanakan pemeliharaan jalan kabupaten/desa;

g. melaksanakan kebijakan di bidang pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengelola pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pemeliharaan
jalan dan jembatan;

i. mengelola pelaksanaan bimbingan teknis penanggulangan bencana alam
lingkup kebinamargaan;

j. mengelola pembinaan teknis terhadap operasional pelaksanaan kegiatan
UPT Jalan dan Jembatan serta UPT Peralatan dan Perbengkelan;

k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
kelancaran tugas;

|.  mengelola pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis tugas
pembantuan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
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memperikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan pemeliharaan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Bidang Pemeliharaan;

bersama-sama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan
rencana anggaran Bidang Pemeliharaan dengan satuan kerja terkait/Tim/
Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang
Pemeliharaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja |

Pasal 14

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah kerja |.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

d.

perumusan kebijakan teknis di bdiang pemeliharaan jalan dan jembatan
Wilayah Kerja I,

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Kerja I;

pembinaan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
Wilayah Kerja |; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja |, mempunyai uraian tugas:

d.

b.

membantu Kepala Bidang Pemeliharaan, dalam melaksanakan tugas urusan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | di Bidang Pemeliharaan;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja |, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengoperasikan dan memelihara jalan kabupaten/desa wilayah kerja I;

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan
pemeliharaan jalan dan jembatan dari UPT Jalan dan Jembatan;
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h. mengumpulkan usulan data penanganan pemeliharaan peralatan dan
perbengkelan dari UPT Peralatan dan Perbengkelan;

i. menyusun hasil pengelolaan data usulan dari UPT, sebagai masukan untuk
perencanaan penanganan lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan unit kerja
terkait;

j.  melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

k. melaksanakan pemantauan kegiatan dan menyusun laporan hasil
pemantauan;

I.  menyusun laporan hasil monitoring/ pengawasan:;

m. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana;

n. menghimpun data laporan harian, mingguan dan bulanan kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan;

0. menyusun data administrasi serah terima hasil kegiatan;

p. menyusun data ruas jalan dan jembatan kritis;

g. menyusun data dan fisik bangunan hasil kegiatan penanggulangan bencana
alam lingkup bina marga,
menyusun data usulan-usulan penanganan jalan dan jembatan;

S. melaksanakan tugas dan menyusun laporan hasil kegiatan tugas
pembantuan;

t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
tugas,

u. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pemeliharaan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar
teknis serta pemberian bimbingan teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Wilayah Kerja |, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

v. melaporkan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

w. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |;

X. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja | dengan Satuan Kerja
terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Kepala
Subbagian Program;

y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il
Pasal 15

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Kerja |l

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il mempunyai uraian tugas :
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
Wilayah Kerja II;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemeliharaan jalan dan jembatan Wilayah Kerja Il;

C. pembinaan pelaksanaan tugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja Il; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja Il, mempunyai rincian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Pemeliharaan, dalam melaksanakan tugas urusan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il di Bidang Pemeliharaan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kerja Il, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengoperasikan dan memelihara jalan kabupaten/desa wilayah kerja Il;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan
pemeliharaan jalan dan jembatan dari UPT Jalan dan Jembatan;

h. mengumpulkan usulan data penanganan pemeliharaan peralatan dan
perbengkelan dari UPT Peralatan dan Perbengkelan;

i. menyusun hasil pengelolaan data usulan dari UPT, sebagai masukan untuk
perencanaan penanganan lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan unit kerja
terkait;

j. melaksanakan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

k. melaksanakan pemantauan kegiatan dan menyusun laporan hasil
pemantauan;

I. menyusun laporan hasil monitoring/ pengawasan;
m.melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana,

n. menghimpun data laporan harian, mingguan dan bulanan kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan;

0. menyusun data administrasi serah terima hasil kegiatan;
p. menyusun data ruas jalan dan jembatan kritis;

g. menyusun data dan fisik bangunan hasil kegiatan penanggulangan bencana
alam lingkup bina marga;

r. menyusun data usulan-usulan penanganan jalan dan jembatan;

s. melaksanakan tugas dan menyusun laporan hasil kegiatan tugas
pembantuan;

t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
tugas;

u. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pemeliharaan, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis
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serta pemberian bimbingan teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Kerja Il, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

v. melaporkan kepada Kepala Bidang Pemeliharaan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

w.menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja Il;

X. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |l dengan Satuan Kerja terkait/Tim
Anggaran/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Kepala Subbagian
Program;

y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kerja |l, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB Vii
BIDANG BINA MANFAAT
Bagian Pertama
Bidang Bina Manfaat

Pasal 16
Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang adalah unsur
pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas mengelola urusan di bidang bina
manfaat yang meliputi pengawasan dan evaluasi, dan pemanfaatan jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina
Manfaat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina manfaat jalan;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina
manfaat jalan;

c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaluasi, dan
pemanfaatan jalan; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Manfaat, mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Bina
Manfaat;

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Manfaat,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas,;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengelola pengawasan dan evaluasi, dan pemanfaatan jalan;
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(4)
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melaksanakan pembinaan jalan kabupaten/desa;
melaksanakan pengawasan jalan kabupaten;

memt?erikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pengawasan dan evaluasi, dan
pemanfaatan jalan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Dinas dengan
satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran bersama-sama dengan Sekretaris;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang
Bina Manfaat; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Seksi Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 17

Seksi Pengawasan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepada Kepala Bidang Bina Manfaat.

(2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengawasan dan evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Seksi
Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas:

a.

b.

C.

d.

perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan evaluasi pekerjaan
jalan dan jembatan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengawasan dan evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan;

pembinaan pelaksanaan tugas di bidang koordinasi pengawasan dan
evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi, mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bidang Bina Manfaat, dalam melaksanakan tugas di
bidang pengawasan dan evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Evaluasi,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. memberi bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para
aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten/desa,

g. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;

h. menyusun buku panduan pengawasan dan pengendalian,



(1)

(2)
(3)

(4)
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i. menyusun materi pembinaan para pengawas lapangan/konsultan secara
berkala;

j.  melaksanakan pembinaan kepada pengawas lapangan/konsultan secara
berkala;

k. mengusulkan calon pengawas lapangan untuk kegiatan kebinamargaan;

I.  melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan lapangan/konsultan
supervisi pelaksanaan jalan dan jembatan;

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran
tugas;

n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
peraturan daerah bidang kebinamargaan;

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang
Bina Manfaat dalam rangka pengambilan keputusan di Bidang Bina Manfaat;

p. melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Manfaat, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran seksi
pengawasan dan evaluasi;

r. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pengawasan
dan Evaluasi dengan Satuan Kerja terkait/Tim Panitia Anggaran bersama-
sama Kepala Subbagian Program;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pengawasan dan Evaluasi; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemanfaatan Jalan
Pasal 18

Seksi Pemanfaatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bina Manfaat.

Seksi Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan
daya guna pemanfaatan jalan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemanfaatan Jalan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan jalan,

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemanfaatan jalan;

c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang pemanfaatan jalan; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan, mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bidang Bina Manfaat, dalam melaksanakan tugas
pemanfaatan jalan;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan Jalan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
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d. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengelola dan memberikan advis teknis izin, rekomendasi, dispensasi dan
pertimbangan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan, dan
ruang pengawasan jalan;

g. mengendalikan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten /
desa;

h. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi dan prosedur
perizinan pemakaian kekayaan daerah;

i. merumuskan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;
j. melaksanakan tagihan retribusi pemakaian jalan;
k. menyusun data administrasi hasil perizinan dan pemanfaatan jalan;

I.  melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina
Manfaat dalam rangka pengambilan keputusabn dan kebijakan pemanfaatan
jalan;

n. melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Manfaat, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

0. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemanfaatan jalan;

p. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi
Pemanfaatan Jalan dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran
bersama-sama kepala subbagian program .

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pemanfaatan Jalan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB Vil
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum
Pasal 19

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewewenangan Dinas merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi
serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara
berienjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
lainnya.
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Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 21

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala
Bidang, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian
di lingkup Dinas.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 23

Rincian tugas Pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi DInas Bina Marga; dan

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Bina Marga,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI CIREBON,
ttd

DEDI SUPARDI
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Dese

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Y~

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 54 SERI D.12
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